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 Permasalahan anak jalanan menjadi perhatian Dinas Sosial Kota 
Pontianak. Berdasarkan data dari media kumparan.com, pada tahun 
2023 jumlah anak jalanan yang dibina oleh Pusat Layanan Anak 
Terpadu (PLAT) sebanyak 29 orang dan pada tahun 2024 meningkat 
yang mencapai 39 orang. Sebagian besar anak-anak tersebut 
terindikasi pengguna narkoba dan peminum alkohol. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam menghadapi 
anak jalanan yang semakin meningkat. Penelitian menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi dan analisis 
konten.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial 
dalam menangani anak jalanan meliputi Perlindungan, pembinaan, 
rehabilitasi, serta kolaborasi dengan lembaga lain. Dinas Sosial Kota 
Pontianak mengambil peran melalui unit Pusat Layanan Anak Terpadu 
(PLAT) untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan yang 
sudah melalui proses tes urin dan cek darah agar memastikan anak 
tersebut menggunakan narkoba. Selain itu menurut Pemerintah Kota 
Pontianak perlu adanya kerjasama yang efektif antara pemerintah 
daerah dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Pontianak. Menurutnya, 
program pencegahan harus disinergikan dengan kebijakan di berbagai 
tingkatan pemerintahan guna menekan angka anak jalanan. 
Keterlibatan dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dengan adanya 
dana Coorporate Social Responsibility (CSR) penting untuk 
mengurangi anak jalanan di Kota Pontianak melalui program beasiswa 
pendidikan. 
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 Abstract 

 The issue of street children has become a major concern for the Social 
Affairs Office of Pontianak City. Based on data reported by Kumparan 
media, in 2023 the number of street children fostered by the Integrated 
Child Service Center (PLAT) was 29, and in 2024 this number 
increased to 39. Most of these children were identified as drug users 
and alcohol consumers. This study aims to analyze the role of the 
Social Affairs Office in addressing the rising number of street children. 
The research employs a qualitative method with a documentation study 
and content analysis approach. The findings show that the role of the 
Social Affairs Office in handling street children includes protection, 
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PENDAHULUAN 

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang 

kompleks di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Anak jalanan sering 

diidentikkan dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, serta keterlibatan pada aktivitas 

berisiko seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Berdasarkan data yang dikutip 

dari website resmi pemirintah Kota Pontianak pontianak.go.id menunjukkan bahwa pada 

tahun 2023 terdapat 29 anak jalanan yang dibina oleh Pusat Layanan Anak Terpadu 

(PLAT) Kota Pontianak, dan meningkat menjadi 39 anak pada tahun 2024. Peningkatan 

jumlah ini menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan terkait perlindungan anak 

di daerah tersebut. Menurut Soetomo, masalah sosial terjadi karena adanya 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat (Sukmana et al., 2025). Dalam konteks anak jalanan, kesenjangan ini 

muncul karena keluarga dan lingkungan gagal memberikan perlindungan yang 

memadai. Oleh sebab itu, penelitian tentang peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial, 

menjadi penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam 

penanganannya. 

Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki mandat untuk 

melindungi dan mensejahterakan anak-anak yang rentan. Keberadaan unit khusus 

seperti Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) merupakan salah satu strategi untuk 

memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan. Gibson et al, menjelaskan 

efektivitas organisasi ditentukan oleh sejauh mana lembaga dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan melalui sumber daya yang dimiliki (Korengkeng, et al., 2023). Dengan 

guidance, rehabilitation, and collaboration with other institutions. The 
Social Affairs Office of Pontianak City carries out its role through the 
PLAT unit, which provides guidance to street children who have 
undergone urine and blood tests to confirm drug use. Furthermore, 
according to the Pontianak City Government, effective cooperation 
between local government, the National Narcotics Board (BNN), and 
the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) of Pontianak City 
is necessary. Preventive programs should be aligned with policies 
across various levels of government in order to reduce the number of 
street children. The involvement of the private sector through social 
responsibility initiatives, particularly Corporate Social Responsibility 
(CSR) funds, is also essential to reduce the number of street children 
in Pontianak City, especially through educational scholarship 
programs. 
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demikian, evaluasi terhadap peran PLAT dalam menangani anak jalanan perlu ditinjau 

dalam kerangka efektivitas kebijakan publik. Faktor penting yang dihadapi adalah 

keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi dengan lembaga lain. 

Kondisi ini sejalan dengan tesis Dwiyanto menyebutkan bahwa kinerja birokrasi publik 

sering kali terkendala oleh kapasitas institusi (Prasetyo & Kurniati, 2025). Maka, peran 

Dinas Sosial tidak bisa dilepaskan dari dukungan lintas sektor. 

Masalah anak jalanan bukan hanya isu lokal, melainkan juga fenomena nasional 

yang membutuhkan perhatian serius. Penelitian terdahulu oleh Yulianto (2019) 

menunjukkan bahwa anak jalanan di Jakarta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, 

pendidikan, dan relasi sosial yang rapuh. Hal ini memperkuat temuan di Kota Pontianak 

bahwa kemiskinan dan keluarga tidak harmonis merupakan faktor utama pendorong 

anak ke jalanan. Menurut teori ekologi perkembangan manusia dari Bronfenbrenner, 

perilaku anak dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem lingkungan, mulai dari 

keluarga, sekolah, komunitas, hingga kebijakan pemerintah (Astari et al., 2024). Dengan 

kerangka ini, keberadaan anak jalanan dapat dipahami sebagai kegagalan sistem mikro 

dan makro dalam melindungi anak. Oleh karena itu, analisis peran Dinas Sosial harus 

menempatkan anak dalam konteks multidimensi. Dengan begitu, solusi yang ditawarkan 

bisa lebih koKeterlibatan anak jalanan dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol 

memperberat kompleksitas masalah. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional 

(BNN) tahun 2022, anak-anak usia remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap 

penyalahgunaan narkoba karena lemahnya pengawasan keluarga. Kondisi ini juga 

terlihat di Pontianak, di mana anak jalanan harus menjalani tes urin dan cek darah 

sebelum dilakukan pembinaan. Teori kontrol sosial oleh Hirschi dalam (Anarta dkk., 

2022; Kusumastuti & Hadjam, 2019), Perilaku menyimpang muncul karena lemahnya 

ikatan sosial anak dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam kasus ini, 

lemahnya ikatan tersebut membuat anak jalanan mudah terjerumus dalam perilaku 

adiktif. Penelitian Handayani (2021) di Surabaya menemukan pola serupa, yaitu 

keterkaitan antara anak jalanan dengan penyalahgunaan zat adiktif. Hal ini membuktikan 

perlunya intervensi hukum dan sosial secara bersamaan. 

Peningkatan jumlah anak jalanan di Pontianak juga memperlihatkan adanya 

persoalan struktural dalam pembangunan sosial terutama berkaitan dengan pendidikan 

anak. Berdasarkan data dari organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) Kota Pontianak bahwa anak putus sekolah ditingkat Sekolah Dasar (SD) 

mencapai 167 orang di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 173 orang. 

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 1.260 orang anak. Menurut Mahsun, 
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efektivitas suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome 

yang berdampak pada masyarakat (Agustin & Subardjo, 2017). Dalam konteks ini, 

program pembinaan anak jalanan oleh PLAT harus dinilai dari sejauh mana program 

tersebut mampu menurunkan jumlah anak jalanan secara berkelanjutan. Fakta bahwa 

jumlah anak jalanan meningkat menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan 

kebijakan dan hasil yang dicapai. Penelitian Sari (2020) di Bandung menunjukkan bahwa 

program pembinaan anak jalanan hanya berhasil sementara tanpa solusi keberlanjutan. 

Oleh karena itu, evaluasi terhadap peran Dinas Sosial perlu menyoroti aspek ketepatan, 

pemerataan, dan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat 

memberikan masukan untuk perbaikan program di masa mendatang. 

Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan anak 

jalanan. Pemerintah Kota Pontianak menekankan perlunya kerja sama antara Dinas 

Sosial, BNN, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Pontianak. Teori 

kolaborasi pemerintahan yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam (Cahyani dkk., 

2024), keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh adanya komitmen bersama, 

kepercayaan antar lembaga, dan komunikasi yang efektif. Dalam praktiknya, masih 

terdapat kendala koordinasi dan keterbatasan sumber daya antar instansi. Penelitian 

Prasetyo (2021) di Yogyakarta juga menemukan bahwa sinergi antarinstansi sering 

terkendala ego sektoral. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Pontianak agar mampu 

mengoptimalkan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, peran Dinas Sosial dapat 

lebih efektif melalui pendekatan kolaboratif. 

Selain pemerintah, dunia usaha juga memiliki peran strategis melalui program 

tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR 

dapat diarahkan untuk mendukung program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak 

jalanan. Carroll dalam (Adrai & Perkasa, 2024), CSR memiliki empat dimensi utama, 

yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Dengan melibatkan CSR, 

beban pemerintah dalam membiayai pembinaan anak jalanan dapat berkurang. 

Penelitian oleh Setiawan (2018) menunjukkan bahwa program CSR dari perusahaan di 

Surabaya berhasil membantu anak putus sekolah kembali melanjutkan pendidikan. Hal 

ini membuktikan bahwa partisipasi dunia usaha dapat menjadi solusi alternatif dalam 

penanganan anak jalanan. Oleh sebab itu, keterlibatan CSR perlu diposisikan sebagai 

strategi komplementer dalam kebijakan sosial. 

Program pencegahan anak jalanan juga perlu disinergikan dengan kebijakan 

pembangunan berkelanjutan. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 

khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-16 tentang 
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perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, terdapat komitmen global untuk 

melindungi hak-hak anak. Penelitian terdahulu oleh Rahmawati (2019) menekankan 

bahwa pencapaian SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama 

dalam bidang perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai anak jalanan di 

Pontianak penting untuk mengkaji keterkaitan antara kebijakan lokal dengan agenda 

pembangunan global. Menurut William N. Dunn Kebijakan publik yang efektif harus 

mempertimbangkan konteks global dan lokal secara bersamaan (Riedho & Angga, 

2024). Hal ini dapat memperkuat argumentasi bahwa penanganan anak jalanan 

merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan begitu, 

penelitian ini memiliki kontribusi dalam perspektif yang lebih luas. Berdasarkan uraian di 

atas, penelitian tentang peran Dinas Sosial dalam menghadapi anak jalanan di Kota 

Pontianak sangat penting untuk dilakukan. Peningkatan jumlah anak jalanan, 

keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkoba, serta keterbatasan program 

pembinaan menunjukkan adanya kesenjangan dalam kebijakan.  

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa masalah serupa juga terjadi di kota-

kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan teori efektivitas kebijakan publik, kolaborasi antar 

lembaga, dan peran CSR dalam perlindungan anak. Menurut Ravianto (2014), 

efektivitas adalah sejauh mana tujuan dapat tercapai dengan sumber daya yang dimiliki 

secara optimal. Dengan merujuk pada teori tersebut, penelitian ini ingin menilai apakah 

peran Dinas Sosial sudah efektif dalam menekan jumlah anak jalanan. Pada akhirnya, 

penelitian ini berkontribusi dalam mencari solusi yang berkelanjutan bagi perlindungan 

anak di Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumentasi dan analisis 

konten. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami 

makna yang ada di balik fenomena sosial secara lebih mendalam. Pendekatan ini tepat 

digunakan karena masalah anak jalanan tidak bisa diukur hanya dengan angka, 

melainkan perlu pemahaman mengenai latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis 

anak. Penelitian terdahulu oleh Susanti (2020) menggunakan metode serupa dalam 

menganalisis peran lembaga sosial di Jakarta dan menemukan hasil yang komprehensif. 

Hal ini menunjukkan bahwa metode kualitatif relevan dalam mengkaji masalah anak 

jalanan di Pontianak. Dengan dokumentasi dan analisis konten, peneliti dapat menyoroti 

sejauh mana kebijakan pemerintah dijalankan. Maka, metode ini akan mendukung 

keakuratan temuan penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Pontianak 

dalam menangani anak jalanan dapat dikaji melalui perspektif teori peran. Menurut 

Soekanto dalam Yayuk Marganingsih, dkk. (2024), peran adalah serangkaian hak dan 

kewajiban yang melekat pada seseorang atau lembaga sesuai status sosialnya. Dalam 

konteks ini, Dinas Sosial memiliki status sebagai lembaga pemerintah daerah yang 

bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan anak. Secara 

normatif, peran Dinas Sosial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial. Artinya, Dinas Sosial memiliki kewajiban formal untuk 

memberikan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap anak jalanan. Namun, 

secara faktual, jumlah anak jalanan tetap meningkat meskipun sudah ada program 

pembinaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif dan peran 

faktual. 

Peran ideal dari Dinas Sosial adalah mampu menurunkan jumlah anak jalanan 

dan mengembalikan mereka ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Harapan 

masyarakat terhadap Dinas Sosial adalah adanya solusi komprehensif yang tidak hanya 

membina tetapi juga mencegah anak-anak turun ke jalan. Akan tetapi, temuan penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pembinaan, anak jalanan masih terus 

bertambah. Menurut teori peran, hal ini menggambarkan adanya peran yang tidak 

sepenuhnya dijalankan secara ideal. Soetomo (2011) menyatakan bahwa peran ideal 

hanya dapat dicapai jika lembaga sosial mampu mengintegrasikan berbagai aspek, baik 

struktural maupun kultural. Dalam konteks ini, PLAT sudah melakukan pembinaan, 

tetapi belum menyentuh akar permasalahan anak jalanan seperti kemiskinan dan 

disharmoni keluarga. Dengan demikian, peran ideal belum sepenuhnya terealisasi. 

Dari sisi peran normatif, Dinas Sosial sudah melaksanakan mandat dengan 

membentuk Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT). Unit ini bertugas melakukan tes urin, 

cek darah, konseling, dan pembinaan sosial bagi anak jalanan. Langkah tersebut sesuai 

dengan regulasi yang menuntut adanya upaya perlindungan anak dari ancaman narkoba 

dan kekerasan. Menurut Dwiyanto (2021), kinerja lembaga publik harus dinilai dari 

kesesuaian antara peraturan yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Namun, 

penelitian ini menemukan bahwa pembinaan yang dilakukan masih terbatas dan lebih 

bersifat reaktif dibanding preventif. Hal ini berarti peran normatif sudah dijalankan, tetapi 

belum cukup untuk menjawab tantangan yang lebih kompleks. Keterbatasan anggaran 

dan SDM memperkuat kesenjangan antara peran normatif dan peran faktual. 



Jurnal Tata Sejuta Vol 11, No 2 Oktober 2025 

 

264 

Peran faktual Dinas Sosial terlihat dari program-program nyata yang dijalankan 

melalui PLAT. Program kesehatan seperti tes urin dan cek darah memang penting untuk 

memastikan kondisi anak jalanan, terutama terkait penyalahgunaan narkoba. Namun, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi ini belum menyentuh aspek 

pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan. Menurut teori peran, efektivitas peran 

faktual diukur dari sejauh mana tindakan nyata mampu mengubah kondisi sosial yang 

ada. Penelitian Sari (2020) di Bandung menunjukkan bahwa program pembinaan yang 

hanya fokus pada anak tanpa melibatkan keluarga tidak efektif dalam jangka panjang. 

Hal ini juga terjadi di Pontianak, di mana peran faktual Dinas Sosial lebih menekankan 

pada rehabilitasi anak daripada solusi struktural. Kolaborasi dengan lembaga lain juga 

menjadi indikator penting dalam menilai peran Dinas Sosial. Penelitian menemukan 

adanya kerja sama dengan BNN dan KPAI untuk menangani anak jalanan yang 

terindikasi narkoba. Dari perspektif teori peran, hal ini menunjukkan upaya Dinas Sosial 

dalam menjalankan peran kolaboratif sesuai status sosialnya sebagai lembaga 

pemerintah daerah. Namun, faktanya koordinasi antar lembaga masih lemah dan sering 

terkendala ego sektoral. Menurut Ansell dan Gash dalam Giawa, A., & Rukoyah, R. 

(2024), keberhasilan kolaborasi hanya dapat dicapai jika ada komitmen, komunikasi, dan 

kepercayaan antar pihak. Dalam kasus Pontianak, peran kolaboratif Dinas Sosial belum 

sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih kurang kuatnya kerjasama 

antar sektor baik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Kota Pontianak (KPAI).  

Peran Dinas Sosial juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, SDM, dan 

kebijakan lintas sektor. Menurut Mahsun dalam Borrás, S. (2024). efektivitas peran 

lembaga publik tidak hanya bergantung pada komitmen, tetapi juga pada kapasitas 

organisasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun ada program 

pembinaan, jumlah anak jalanan tetap meningkat. Hal ini menegaskan bahwa peran 

Dinas Sosial dalam dimensi faktual belum cukup kuat untuk menekan angka anak 

jalanan. Penelitian Yulianto (2019) di Jakarta juga menemukan fenomena serupa, yaitu 

lemahnya peran pemerintah daerah akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan. Dari 

sisi masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap peran Dinas Sosial 

sangat tinggi. Masyarakat berharap anak jalanan tidak hanya dibina, tetapi juga 

dikembalikan ke sekolah dan lingkungan keluarga. Menurut teori peran, ekspektasi 

masyarakat ini mencerminkan peran ideal yang seharusnya dijalankan pemerintah. 

Namun, kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas di lapangan 

menimbulkan ketidakpuasan. Penelitian Handayani (2021) di Surabaya juga 
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menemukan bahwa masyarakat sering kali menilai peran pemerintah belum optimal 

dalam menangani anak jalanan. Dalam konteks ini, peran komunikasi pemerintah 

dengan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan. Oleh karena itu, 

Dinas Sosial perlu memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap 

programnya. 

 

PENUTUP 

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Kota Pontianak terus 

meningkat dari 29 orang pada tahun 2023 menjadi 39 orang pada tahun 2024. 

Peningkatan ini menandakan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial melalui Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) belum sepenuhnya efektif dalam 

menekan angka anak jalanan. Faktor utama yang menyebabkan anak menjadi anak 

jalanan adalah kemiskinan, keluarga tidak harmonis atau perceraian, serta pengaruh 

lingkungan. Kondisi ini diperburuk dengan keterlibatan sebagian besar anak jalanan 

dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol, yang membuat penanganan semakin 

kompleks. Peran normatif Dinas Sosial sudah dijalankan dengan membentuk PLAT 

sebagai unit pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan. Namun, secara faktual, program 

yang dilaksanakan masih terbatas pada aspek kuratif dan belum menyentuh akar 

masalah secara struktural. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara peran normatif, 

ideal, dan faktual. Kolaborasi dengan BNN, KPAI, dan lembaga terkait sudah dilakukan, 

tetapi masih terkendala oleh koordinasi dan ego sektoral. Keterlibatan dunia usaha 

melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga sudah ada, tetapi masih 

sporadis dan belum terintegrasi dalam kebijakan pemerintah daerah. Dinas Sosial Kota 

Pontianak belum berhasil menyelaraskan peran normatif, faktual, dan ideal. Hal ini 

menyebabkan kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya efektif, merata, dan tepat 

sasaran. 

Dalam penelitian ini, masukan yang dapat peneliti berikan yakni perlunya 

perbaikan strategi penanganan anak jalanan dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, 

pafrtisipatif, dan berkelanjutan. Melihat kesimpulan yang demikian, peneliti bisa 

memberikan masukan agar Dinas Sosial tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi 

juga menyentuh akar masalah seperti pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, 

penguatan peran orang tua, dan peningkatan lingkungan sosial yang sehat. Selain itu 

koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan melalui mekanisme integrasi kebijakan yang 

jelas dan berkesinambungan, serta melibatkan dunia usaha secara lebih terstruktur 

dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, program penanganan 
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anak jalanan dapat berjalan lebih efektif, menyeluruh dan berorientasi pada 

pencegahan. 
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